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ABSTRAK 

 

Bengat Hasiholan, 202320251021, Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua 

Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Mengakibatkan 

Kecelakaan Lalu Lintas 

 

Pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi 

ditujukan pada menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. Dalam hal 

tidak tercapainya diversi merupakan konsekuensi logis tanggungjawab orang tua 

akan anaknya tidak maksimal. Berdasarkan pasal 8 Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2012, dikatakan bahwa proses musyawarah dalam diversi wajib melibatkan 

Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya. 

Pertanggungjawaban orang tua dalam diversi menandakan bahwa sistem peradilan 

pidana menegaskan bahwa sudah seharusnya orang tua bertanggungjawab pula 

atas setiap tindakan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah, Pertama, untuk mengkaji dan menentukan 

sistem peradilan anak yang mengatur tanggungjawab orang tua terhadap tindak 

pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan. Kedua, Untuk mengkaji  

dan menemukan solusi hukum pengaturan diversi yang melibatkan 

tanggungjawab orang tua terhadap tindak pelanggaran lalu lintas yang 

menyebabkan kecelakaan yang melindungi hak anak. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak sudah terdapat tanggungjawab orang tua terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana, seperti dalam ketentuan pasal 9 ayat 2 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa dalam melakukan kesepakatan 

diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban 

serta kesediaan Anak dan keluarganya”. Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Jap, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terbukti telah 

bersalah melakukan pelanggaran terhadap pasal 310 ayat 4 Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertimbangan 

hakim memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, 

membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi 

tindak pidana serupa. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mendidik, 

membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi 

tindak pidana serupa. 

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Orang Tua, dan Diversi 
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ABSTRACT 

 

Bengat Hasiholan, 202320251021, Legal Responsibility of Parents Towards 

Children Who Commit Traffic Violations and Cause Traffic Accidents. 

 

Article 6 of Law Number 11 of 2012 states that diversion is aimed at resolving 

children's cases outside the judicial process. In the event that diversion is not 

achieved, it is a logical consequence of the parents' involvement in their children 

not being maximized. Based on Article 8 of Law Number 11 of 2012, it is stated 

that the deliberation process in diversion must involve the child and their 

parents/guardians, the victim and/or their parents/guardians. The involvement of 

parents in diversion indicates that the criminal justice system emphasizes that 

parents should also be responsible for every action taken by children who are in 

conflict with the law. 

The objectives of this study are, First, to examine and determine the juvenile 

justice system that regulates parental responsibility for traffic violations that 

cause accidents. Second, to examine and find legal solutions for diversion 

arrangements that involve parental responsibility for traffic violations that cause 

accidents that protect children's rights. 

The results of the study show that Law Number 11 of 2012 concerning the 

Juvenile Justice System already contains parental responsibility for children who 

commit crimes, such as in the provisions of Article 9 paragraph 2 of Law Number 

11 of 2012, that in making a diversion agreement, the consent of the victim and/or 

the family of the Child Victim must be obtained and the willingness of the Child 

and his/her family ". Decision Number: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, that 

children who are in conflict with the law are proven guilty of violating Article 310 

paragraph 4 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road 

Transportation. The judge's consideration provides a deterrent effect as well as a 

learning process to educate, foster and improve themselves so as not to commit 

and/or repeat similar crimes. Parents still have the responsibility to educate, 

foster and improve themselves so as not to commit and/or repeat similar crimes. 

Keywords: Responsibility, Parents, and Diversion 
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